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ABSTRAK

Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Kayu (Illegal Logging)
Yang Dilakukan Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Dari Pihak
Berwenang,

Nama: Rejhonest Panggabean

NIM :02011181823027
Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging)

yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak
berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang
dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa
memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami
aparat penegak hukum dalam hal tersebut. Tulisan ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif dengan sumber data melalui kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur
secara tegas larangan dan sanksi terhadap pelaku illegal logging, namun kenyataan
dilapangan masih banyak terjadi praktik-praktik illegal logging tersebut. Oleh
karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak
hukum, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penebangan liar dimasa yang
akan datang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara di dunia yang dianugerahi kekayaan
sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah keberadaan hutan.
Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi
maupun ekologi. Sebagai sumber daya alam, hutan memberikan manfaat besar,
tidak hanya untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi juga untuk menjaga
keseimbangan ekosistem. Selain itu, hutan memiliki fungsi vital seperti mengatur
tata air, mencegah banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, serta melestarikan

lingkungan hidup.?

Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hutan, tidak hanya dari segi
ekologis tetapi juga dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Oleh
karena itu, pemerintah perlu bersikap lebih proaktif dan responsif dalam menangani
persoalan penebangan liar (illegal logging) yang telah menjadi isu serius dan
berlangsung lama di Indonesia. Meski Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menyentuh persoalan ini, definisi ilegal logging tidak dijelaskan
secara eksplisit, begitu pula dalam sejumlah peraturan hukum lainnya. Secara
terminologis dalam kamus kehutanan, "illegal" merujuk pada tindakan subjek
hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang kehutanan,

sementara "logging" mengacu pada kegiatan menebang pohon dalam rangka

! Toni Romansyah, Penegakan Hukum Dalam Kasus lllegal Logging berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Mukomuko, (Jurnal Panji
Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 1, no. 2 (2018), Hal. 2.



pengambilan hasil hutan. Menurut Sukardi, illegal logging secara sederhana adalah
kegiatan membabat pohon lalu memindahkannya menuju lokasi pengolahan kayu
secara melawan hukum atau tanpa izin resmi. Masalah ini juga telah menjadi
perhatian pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, serta melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2005 yang menekankan upaya penindakan pembalakan liar serta eksistensinya di
seluruh wilayah Indonesia. Demi menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan
ekosistem, pemerintah telah menetapkan sejumlah larangan dengan sanksi hukum
yang difokuskan untuk mereka yang mengantongi usaha izin pemanfaatan hasil
hutan, baik kayu maupun non-kayu.?

Bersumber pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) menyatakan bahwasannya selama periode 2021-2022, luas area hutan
yang terdampak aktivitas penebangan liar di Indonesia mencapai 104 ribu hektare
(ha). Angka ini mengalami penurunan sebesar 8,4 % jika dibandingkan dengan
periode sebelumnya pada 2020 hingga 2021 yang tercatat mencapai 113,5 ribu
hektare. Meskipun terjadi penurunan, tingginya jumlah kasus ini Indonesia tetap
menjadi salah satu negara dalam kasus tertinggi penebangan liar di dunia.
Fenomena ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi ekosistem yang ada
didalamnya. Akibat kerusakan hutan yang terjadi banyak makhluk hidup yang

kehilangan habitatnya yang berujung pada kepunahan beberapa spesies. Selain itu,

2 Muhammad Yani, Mohd.Din, Tindak Pidana Penebangan Kayu Dikawasan Hutan,
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana 5 no. 4 (2001) Hal. 2-3.



dampak negatif yang terjadi yaitu terjadinya peningkatan pemanasan global serta
resiko banjir dan longsor.?

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
khususnya Pasal 78 ayat (1) hingga ayat (12), memuat ketentuan pidana yang
seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penegak hukum dalam
menindak tegas oknum penebangan liar (illegal logging). Mengingat hutan adalah
bagian kekayaan alam negara, keberadaannya wajib dilindungi dan dilestarikan
agar tetap mampu menjalankan fungsinya untuk kepentingan nasional. Hal ini
sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang
menegaskan bahwasannya bumi, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung
di dalamnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*

Secara umum, tindak pidana pencurian dan pengangkutan kayu secara ilegal
sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tinggal di sekitar kawasan
hutan tanpa memiliki izin resmi untuk melakukan penebangan. Selain itu, kegiatan
serupa juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi tanpa surat izin
sah dari otoritas yang berwenang. Tak jarang, aksi ini juga melibatkan pihak-pihak
tertentu yang memiliki kepentingan pribadi namun berupaya melegitimasi
tindakannya dengan mengatasnamakan masyarakat.®

Pada umumnya, tindak pidana terkait pencurian dan pengangkutan kayu

secara ilegal kerap dilakukan oleh individu atau kelompok yang bermukim di

3 Arazid, Irwan Triadi, Penegakan Hukum Terhadap Tindal Pidana Ilegal Loging Bagi
Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Amandemen: Jurnal Pertahana, Politik Dan Hukum
Indonesia 1, no. 3 (2024) Hal. 2.

4 Tambing, Vincensius. "Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." Lexet Societatis 7, no. 7 (2019). Hal. 1.

> Hartono Hamzah, La Ode Husen, Nasrullah Arsyad, Fungsi Polisi Hutan Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana lllegal Logging Dikawasan Hutan Kabupaten Pinrang, (Journal of
Philoshopy 4, no.1 (2023) Hal. 2.



kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi untuk melakukan aktivitas
penebangan. Selain itu, tindakan serupa juga dilakukan oleh pihak perusahaan yang
beroperasi tanpa dokumen perizinan sah dari otoritas terkait. Tidak jarang pula,
terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menjalankan penebangan dengan
motif pribadi, namun mengklaim bertindak atas nama kepentingan masyarakat
luas.®

Upaya penanganan tindak pidana illegal logging secara ilegal sebenarnya
telah dilakukan sejak lama oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang bertugas di sektor kehutanan, Kejaksaan, dan lembaga peradilan.
Penanganan kasus-kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2024 tentang Kehutanan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum
dalam memberantas praktik illegal logging. Namun, implementasi penegakan
hukum ini masih belum berjalan secara maksimal dan efektif.” Hal ini disebabkan
oleh berbagai kendala, seperti belum jelasnya batas kawasan hutan, lemahnya
pengawasan dari pihak berwenang, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana
pengamanan yang profesional, adanya kepentingan ekonomi tertentu, serta
tingginya permintaan kayu untuk keperluan industri yang tidak sebanding dengan

ketersediaan sumber daya hutan.®

& Ibid

" Hasrul, Ahyuni Yunus, Hamza Baharuddin, Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana /legal Loging, (Jurnal of Lex Generalis 2, no. 2 (2021), Hal. 3.

8 Safira Audina, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal
Logging di Indonesia, (Journal of Multidisciplinary Studies, 9 no. 2 (2018) Hal. 4-5.



Pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,
menyatakan bahwa:
“Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut
hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, akan
diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
Kasus penebangan kayu yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah
salah satu kasus yang terjadi di wilayah Kawasan Hutan dalam area konsesi PT
Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, tepatnya di Kompartemen F 904
Hapasuk, Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun
yang masih berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Simalungun diadili
dalam perkara No. 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim. Dalam putusan tersebut,
Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Buan Sinaga dan Jenri Siahaan secara sah
dan terbukti bersalah karena ikut serta menebang pohon atau mengambil hasil hutan
dari dalam kawasan hutan tanpa adanya hak serta izin resmi dari pejabat yang
berwenang. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (5)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan penebangan liar
(illegal logging) yang masih marak terjadi, penegakan hukum pidana memegang
peranan penting. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi berbagai tindakan
yang dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging, serta ditentukan kriteria
atau unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan

sebagai pelaku. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk menetapkan



jenis sanksi atau hukuman yang layak dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran
tersebut. Dari latar belakang diatas, penulis terdorong mengkaji lebih dalam
permasalahan ini pada karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul:
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU
(ILLEGAL LOGGING) YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PIHAK BERWENANG”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang yang telah disampaikan, maka
permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan
yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang?

2. Bagaimanakah implikasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak
memiliki izin dari pihak berwenang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang

telah disebutkan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku penebangan
kayu yang dilakukan perseorangan tanpa izin resmi dari otoritas yang
berwenang, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim

2. Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana penebangan kayu yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki



izin dari pihak berwenang pada putusan No.286/Pid.B/LH/2021/PN.
Simalungun.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan menyumbang kontribusi guna memperluas
wawasan serta pengetahuan mengenai dinamika perkembangan hukum di
Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi
studi-studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap tindak pidana penebangan kayu oleh individu tanpa izin dari otoritas
yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.
2. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini, harapannya hasil yang diperoleh dapat memberikan
gambaran dan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya
dalam ranah hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
sumber masukan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum yang menangani
perkara penebangan kayu ilegal oleh individu tanpa izin resmi, serta bagi pihak-
pihak lain yang memiliki kepentingan dan ingin mendalami isu yang diangkat
dalam kajian ini.
E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mencakup batasan-batasan yang
ditetapkan guna memperjelas arah dan fokus penelitian, serta untuk mempersempit
cakupan permasalahan yang ditelaah. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu yang dilakukan



oleh perseorangan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dengan mengacu pada
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.
Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi dari proses penegakan
hukum tersebut terhadap pelaku penebangan liar (illegal logging) dalam konteks
hukum pidana.
F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk
memastikan bahwa norma-norma hukum dapat dijalankan secara nyata dan
berfungsi sebagai acuan dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.® Penerapan hukum di peradilan pidana atau criminal justice system
mencakup beberapa komponen penting, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat institusi ini bekerja secara terintegrasi
untuk mengelola berbagai input internal maupun eksternal, dengan tujuan akhir
berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kriminalitas, serta
tercapainya kesejahteraan sosial.'?

Pada sisi penegakan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa istilah
penegakan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai law enforcement dan
dalam bahasa Belanda sebagai handhaving merujuk pada suatu proses untuk
merealisasikan isi dan tujuan hukum ke dalam kehidupan nyata. Tujuan hukum
tersebut merupakan gagasan atau kehendak dari pembentuk undang-undang yang

telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Esensi dari

® Marwan Efendi, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan
Hukum Pidana, Referensi, Jakarta Selatan (2012), Hal. 12.
10 Kalgis, Antologi Tulisan llmu Hukum Jilid 7, Alumni, Bandung (2012), Hal. 47.



penegakan hukum terletak pada terciptanya keselarasan antara nilai-nilai yang telah
diinstitusikan dalam norma-norma hukum dengan tindakan nyata masyarakat,
sebagai bagian dari upaya akhir dalam membangun, menjaga, dan mempertahankan
ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bersama.*!

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa inti dari penegakan hukum
adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Artinya, masyarakat
memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa
prinsip keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam hukum dapat diwujudkan
secara nyata. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa upaya mengatasi kejahatan
melalui sarana hukum pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses
penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dapat
dipandang sebagai elemen penting dalam strategi penegakan hukum secara
keseluruhan (law enforcement policy) *2. Barda Nawawi menyatakan bahwa
penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap yaitu sebagai berikut:

1) Penegakan hukum pidana in abstracto merujuk pada tahapan perumusan
atau penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif.
Tahap ini juga dikenal sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan
legislatif.

2) Penegakan hukum pidana in concreto mencakup proses penerapan dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

11 Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia." Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 33-54, Hal. 10.

12 Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan™ (Jakarta, Kencana, (2008), Hal. 23.
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Tahapan ini sering disebut sebagai tahapan yudikatif karena berfokus pada
implementasi hukum secara langsung di lapangan.®

Secara konseptual, Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum

sebagai suatu proses penyesuaian atau penyelarasan antara nilai-nilai yang telah

dirumuskan secara sistematis dalam norma-norma hukum, dengan perilaku nyata

individu dalam kehidupan sosial. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga,

dan mempertahankan keteraturan serta ketentraman dalam interaksi sosial.* Lebih

lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang

memengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain sebagai berikut;

1)

2)

3)

4)

Faktor dari segi hukumnya sendiri, yakni berkaitan dengan keberadaan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Yang dimaksud di
sini adalah hukum dalam arti materiil, yaitu aturan hukum tertulis yang disusun
dan disahkan oleh lembaga berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah.
Faktor aparat penegak hukum, yaitu semua pihak yang memiliki kewenangan
dalam merumuskan serta menjalankan hukum, seperti lembaga legislatif,
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Faktor pendukung berupa sarana dan prasarana penegakan hukum, mencakup
berbagai aspek seperti sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih,
struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan kerja yang memadai,
serta dukungan anggaran yang cukup untuk menunjang proses penegakan
hukum secara optimal.

Faktor masyarakat, yaitu kondisi sosial tempat hukum itu dijalankan.

13 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”

(Bandung, Citra Aditya Bakti, (2005), Hal. 13.

14 Soerjono Soekanto, “Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum” Hal. 3.
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5) Faktor budaya, yaitu keseluruhan hasil pemikiran, perasaan, dan kreativitas
manusia yang lahir dari nilai-nilai dan kebiasaan dalam kehidupan sosial, yang
turut membentuk cara pandang serta sikap masyarakat terhadap hukum.®

Dengan demikian, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan
gagasan dan prinsip-prinsip hukum ke dalam tindakan nyata. Pada dasarnya,
penegakan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran
sebagaimana terkandung dalam norma-norma hukum. Tanggung jawab ini tidak
semata-mata berada di tangan aparat penegak hukum formal, tetapi juga menjadi
kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Khusus dalam ranah hukum publik,
tanggung jawab utama tetap berada di pihak pemerintah.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur
kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak
terbukti melakukan kesalahan (asas geen straf zonder schuld atau keine straf ohne
schuld)..*® Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi kepada
individu yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan
hukum atau menyebabkan timbulnya situasi yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.?’ Didalam aturan pidana mereka yang melakukan kesalahan
atau perbuatan yang jahat maka dalam pertanggungjawabanya dibutuhkan asas-asas
hukum pidana seperti asas hukum “nullum delictum nulla poena sine pravia lege”

atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas yang mana sebagai dasar pokoknya

15 Ibid

16 Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada
TIPIKOR.” Prenada Media, (2018). Hal.7.

17 Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis.” Jurnal
Hukum Positum 5, no. 2 (2020). Hal. 3.
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tidak tertulis dalam menjatuhi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindakan
perbuatan pidana “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”.8

Menurut Simon ada dua pandangan pertanggungjawaban pidana yaitu
pandangan monitis yang merumuskan bahwa “Straafbaar Feit sebagai eene
Strabaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verbnd staande handelingvan een
torekeningvatbaar persoon” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan
hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan
orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).!® Pandangan kedua
adalah pandangan dualistis, yang mengusulkan pemisahan antara unsur tindak
pidana dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini dikembangkan
sebagai alternatif dari pandangan monistis, yang selama ini menjadi dasar dalam
menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam
pendekatan dualistis, kesalahan dipandang sebagai komponen utama dalam
pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari unsur tindak pidana.
Konsekuensinya, meskipun jaksa tidak dapat membuktikan seluruh elemen dari
tindak pidana, apabila unsur pertanggungjawaban pidananya dapat dibuktikan,
maka pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman pidana.?’ Aktivivtas Illegal logging
kerap kali dijalankan oleh jaringan terorganisir, yang melibatkan berbagai pihak
mulai dari pelaku di lapangan hingga dalang intelektual di balik operasi tersebut.

Teori penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging memberikan

landasan dalam mengevaluasi dan menetapkan pertanggungjawaban hukum

18 Fitri Wahyuni, F. I. T. R. 1. "Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.” (2017). Hal. 27.

19 Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." Jurnal
Hukum Positum 5, no. 2 (2020) Hal. 13.

20 M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana Fundamental, Tindak Pidana,
Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.
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berdasarkan tingkat keterlibatan para pelaku. Praktik penebangan liar tidak hanya
berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merupakan pelanggaran
terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan
hukum yang adil diperlukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana,
motif pelaku, serta faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam
pemberatan maupun keringanan hukuman. Upaya ini penting untuk menjamin
kepastian hukum dan menghindari terjadinya impunitas. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi pembaruan regulasi dan
perbaikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.
G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk
memahami objek kajian dalam rangka memperoleh jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian sendiri diartikan sebagai suatu
kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji
kebenaran suatu pengetahuan melalui penerapan metode tertentu secara terencana
dan terstruktur.?
1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan topik penelitian diatas, maka penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode

penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan atau penelitian terhadap data

2 Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu, “Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum”
Scopindo Media Pustaka, (2020). Hal. 2
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sekunder..?? Adapun lebih jelasnya lagi jenis dari penelitian hukum normatif ini
menurut Ronny Hanitjo Soemitro adalah:?

a. Penelitian dengan bentuk inventarisasi hukum positif.

b. Penelitian yang berusaha untuk mencari suatu asas-asas hukum dan
falsafah dasarnya.

c. Penelitian hukum yang ditujukan untuk menemukan hukum yang in
concreto atau sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu
permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum ini menggunakan berbagai pendekatan dengan
tujuan untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu
yang difokuskan untuk diteliti. Demi memecahkan permasalahan yang menjadi inti
dari suatu bahasan penelitian hukum maka diperlukan pendekatan dalam penelitian
ini yaitu sebagai berikut:2
a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)
Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah dan menganalisis bebagai instrument dan dokumen-
dokumen dalam pidana terkait dari isu hukum yang sedang diteliti.?®
Pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai sistem

yang memiliki sifat komprehensif artinya setiap Norma yang ada dalam

hukum itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainya secara

22 Rifa’i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." Metodologi
Penelitian Hukum, (2023). Hal. 6

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hal.
50

24 Ibid

% Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, (2018)
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logis, kemudian inklusif bahwa setiap norma hukum tersebut mampu
untuk menampung permasalahan hukum yang ada, dan juga tiap norma
hukum ini tersusun dengan sitematis.?
b. Pendekatan Kasus
Pendekatan kasus yaitu penelitian yang membangun argumentasi
hukum dalam perspektif kasus yang konkrit yang berkaitan langsung
dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
3. Bahan dan Sumber Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan tiga jenis bahan
hukum yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Ketiga bahan hukum tersebut nantinya akan digunakan sebagai media dalam
memecahkan permasalahn yang dikaji dalam penelitian ini.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penelitian ini, seperti:
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;
2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Peusakan Hutan;
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

26 Suhaimi, Problerm Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, Jurnal
Online Universitas Madura, Vol 19, N0.2, (2018), Hal 7.
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6) Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor
286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bantuan
untuk dapat menunjang analisis dalam memahami suatu penjelasan dari
bahan hukum primer. Adapun bahan hukum ini terdiri dari peraturan
pemerintah, buku hukum, jurnal, pandangan-pandangan ahli hukum,
hasil penelitian hukum dan kamus hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan mengenai bahan
hukum sekunder yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KKBI), Kamus Hukum, Jurnal Hukum maupun ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah bahan hukum primer maupun
sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan
hukum yang dilakukan perseorangan yang tidak mengantongi izin dari pihak yang
berwenang.
5. Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis terhadap bahan penelitian yang penulis kaji disini ialah
dengan menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat kualitatif,
artinya penulis menganalisis data yang ada bukan dengan angka melainkan dengan
mendiskripsikan dengan kata-kata saja. Sedangkan analisis kualitatif disini

digunakan untuk meneliti dengan menguji kualitas dari substansi Norma hukum
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yang ada dimana rumusan pembenaran itu didasarkan pada kualitas dari pendapat-
pendapat ahli hukum, teori dan doktrin. Cara ini dilakukan dengan
menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Selanjutnya bahan
hukum tersebut akan di identifikasi, dikualifikasi, dihubungkan, dan
dikomporasikan satu sama lain sehingga dapat ditemukan jawaban dari
permasalahan yang diteliti.
6. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir yang dirumuskan

berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkap serta analisis yang dilakukan melalui
pendekatan kerangka berpikir ilmiah. Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan
pendekatan deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan dari hal
umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berujung kepada pengetahuan baru
yang bersifat khusus.
H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam memahami penulisan skirpsi ini maka

penulis membagi skripsi ini menjadi 4 bab, yaitu dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai Latar
belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan,
Keaslian penulisan, Tinjaun Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB I1 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan



BAB III

BAB IV
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mengemukakan pemecahan masalah yang dikaji dalam penulisan
skrisi ini.

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan dari permasalahan-
permasalahan yang tengah diteliti dengan menggunakan undang-
undang No. 41 tahun 1999. Kemudian didasari dari rumusan
masalah yang sebelumnya telah dibuat pada BAB I dan juga teori-
teori yang telah dijelaskan dalam BAB II.

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi
kesimpulan dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya dan juga
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